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I. UMUM

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yakni pengaturan mengenai
Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan
Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik, dan pengelolaan
Nama Domain telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun,
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik perlu disesuaikan dengan perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan pula untuk
mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang
demokratis. Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut
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kewajiban bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk

menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang

yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan; dan

peran Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi kepentingan umum

dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi

Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban

umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

kategori Penyelenggara Sistem Elektronik;

kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik;

penghapusan dan/atau penutupan Akses terhadap Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan;

penempatan Sistem Elektronik dan Data Elektronik;

pengawasan penyelenggaraan Sistem Elektronik;

penyelenggaraan Agen Elektronik;

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;

penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;

pengelolaan Nama Domain;

peran Pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik; dan

sanksi administratif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “institusi yang ditunjuk oleh
Instansi” adalah institusi yang melaksanakan
penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup publik atas
nama Instansi yang menunjuk.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “otoritas pengatur dan pengawas sektor

keuangan” antara lain otoritas di bidang moneter, sistem

pembayaran, makro prudential, perbankan, pasar modal, serta

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan

lembaga jasa keuangan lainnya.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Sistem Elektronik
yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan
melalui internet” adalah Penyelenggara Sistem Elektronik
yang Sistem Elektroniknya dipergunakan di wilayah
Indonesia, dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia.
Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.
Angka 6

Pemrosesan Data Pribadi meliputi perolehan dan

pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan,

perbaikan dan pembaruan, penampilan,
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pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau
pengungkapan, dan/atau penghapusan atau

pemusnahan Data Pribadi.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “andal” adalah Sistem Elektronik
memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan
penggunaannya.
Yang dimaksud dengan “aman” adalah Sistem Elektronik
terlindungi secara fisik dan nonfisik.
Yang dimaksud dengan “beroperasinya Sistem Elektronik
sebagaimana mestinya” adalah Sistem Elektronik memiliki
kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah
Penyelenggara Sistem Elektronik yang bertanggung jawab secara
hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan @ “interkonektivitas” adalah
kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa
berfungsi sebagaimana  mestinya. Interkonektivitas

mencakup kemampuan interoperabilitas.
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Yang dimaksud dengan “kompatibilitas” adalah kesesuaian
Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang
lainnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bukti sertifikasi dapat diperoleh melalui pihak ketiga yang
terakreditasi di Indonesia atau bukti-bukti lain sebagai
pendukung yang menyatakan pemenuhan terhadap persyaratan

dari lembaga sertifikasi di luar Indonesia.

Pasal 8

Huruf a
Yang dimaksud dengan “terjamin keamanan dan keandalan
operasi sebagaimana mestinya” adalah Penyelenggara Sistem
Elektronik menjamin Perangkat Lunak tidak berisi instruksi lain
daripada yang semestinya atau instruksi tersembunyi yang
bersifat melawan hukum (malicious code), seperti instruksi time
bomb, program virus, trojan, worm, dan backdoor. Pengamanan
ini dapat dilakukan dengan memeriksa kode sumber.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kode sumber” adalah suatu rangkaian
perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam
bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan
dipahami orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga terpercaya penyimpan
kode sumber (source code escrow)” adalah profesi atau pihak

independen yang berkompeten menyelenggarakan jasa
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